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*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 11.52 WIB
KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Sebelumnya Majelis menyampaikan permohonan maaf karena
sidang ini harus ditunda sehubungan dengan ada beberapa perkara yang
harus diselesaikan dalam Rapat Permusawaratan Hakim tadi. Untuk itu,
sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara ini, Perkara nomor 120 Tahun
2022, mendengar keterangan ahli ... saksi ... saksi dari Pemohon dan
menurut laporan Panitera bahwa Pemohon tidak jadi menghadirkan saksi.
Bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat
Yang Mulia Majelis Hakim karena pada kesempatan persidangan kali ini,
kami belum bisa menghadirkan saksi dan menurut pandangan kami untuk
pembuktian saksi dan ahli dari Pemohon kami rasa sudah cukup, Yang
Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN [01:58]

Ya. Jadi tidak akan mengajukan saksi atau ahli, ya? Ya, baik.
Dari Kuasa Presiden juga begitu?

PEMERINTAH: PURWOKO [02:07]
Izin, Yang Mulia. Ya, sama, Pak ... Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN [02:11]

Sama, ya? Baik, kalau begitu sidang hari ini adalah sidang terakhir.
Untuk itu, kepada para pihak dipersilakan untuk menyampaikan
kesimpulan dan kesimpulan itu harus diserahkan paling lambat 7 hari kerja
sejak hari ini. Berarti, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa,
tanggal 16 Mei 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan
paling lambat hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, pukul 11.00 WIB,



langsung diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, sudah jelas, ya? Ya, dengan
demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 8 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
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Keterangan:
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